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CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI,.SEMESTER | TAHUN 2025

PERIODE 30 JUNI 2025

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM

e

Laporan Barang Milik Negara periode semester | Periode Juni Tahun 2025 ini dibuat
sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang
diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun
tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini adalah untuk
memberikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Barang Milik Negara dalam rangka
pengungkapan yang memadai dan wajar.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada peraturan sebagai berikut:
. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5254);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang
Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang
Bagan Akun Standar;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang
kepada Pengguna Barang;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara;
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
Peubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 222/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang
Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas KMK
Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset
Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.06/2015 tentang Perubahan keempat
atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat;

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/42/2019 tentang Kebijakan
Akuntansi Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor
211/PB/2018 hal Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor
S171/KN/2014 tanggal 14 Februari 2014 hal Penjelasan Catatan Ringkas Barang;
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor
S9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 hal Perubahan Akun Belanja Barang

Persediaan;



B. ENTITAS PELAPORAN
Laporan Barang Milik Negara Periode | Bulan Juni 2025 ini merupakan Laporan Barang
Pembantu Pengguna Satuan Kerja yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Barang (UAKPB) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

C. PERIODE LAPORAN
Periode Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja ini adalah per tanggal 1
Januari s.d. 30 Juni Tahun 2025 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi
Barang Milik Negara di Neraca per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 79,471,195,724,- (tujuh
puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu
tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan terjadi akumulasi penyusutan BMN sebesar Rp.
(36,214,923,655,-), (minus tiga puluh enam milyar dua ratus empat belas juta sembilan
ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), sehingga nilai netto Barang
Milik Negara pada akun Neraca per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 43,256,272,069-
(empat puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu
enam puluh sembilan rupiah) yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang
telah diinput dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang berasal dari dana
APBN maupun perolehan lainnya yang sah pada tahun anggaran 2025.

Il. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari
perolehan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya. Asal perolehan lainnya
yang sah meliputi :
1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap.

Kebijakan Pengelolaan (Penatausahaan, Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan,
Hibah) Barang Milik Negara Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar Kementerian
Kesehatan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku

Pengelola Barang. Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik



Negara Kementerian Kesehatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan

kegiatan rutin dalam pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh Satuan Kerja dari Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Makassar dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN
yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian
nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik
Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan
penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan.
Proses yang sistematis ini disebut penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis tentang kebijakan penatausahaan
Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Untuk memudahkan Satuan Kerja untuk mengimplementasikan Peraturan Pengelolaan
Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan acuan berupa Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada Pemanfaatan Barang Milik Negara, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
merujuk kepada kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan BMN yaitu
Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dan untuk kegiatan penyusutan Barang Milik Negara
mengacu pada kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada
Entitas Pemerintah Pusat.

Penerapan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara dimulai pada periode pelaporan

Semester | Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah garis lurus tanpa ada nilai residu.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP),

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah

4. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada
Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka



Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum Tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 40 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5 s.d. 50 tahun
Aset Tetap Lainnya 4 tahun

Pada penyusunan Laporan Barang Milik Negara Periode 30 Juni ini, terdapat
penyempurnaan terhadap aplikasi Sakti.kemenkeu.go.id dan Aplikasi SIMAN-DJKN.
Dimana penyempurnaan tersebut untuk mengakomodir proses Perbaikan hasil
Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Negara serta perubahan referensi pada aplikasi

sebelumnya.

lll. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Balai Besar
Kekarantinaan Kesehatan Makassar per 30 Juni 2025 merupakan laporan yang
mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara (BMN) yang ditatausahakan dan dikelola

oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Nilai BMN Gabungan Aset Tetap (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan per
30 Juni 2025 ini adalah sebesar Rp.76,439,356,283,- (tujuh puluh enam milyar empat
ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tiga
rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp.
76,265,727,673,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua
puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi per 30
Juni 2024 berupa mutasi tambah sebesar Rp. Rp.173,628,610,- (seratus tujuh puluh tiga
juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan mutasi kurang
sebesar Rp. 0,- (Null). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan
transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan
penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang
berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-
keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal
dari selain pembiayaan APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan dukungan dari sistem aplikasi sakti.kemenkeu.go.id dan
aplikasi SIMAN DJKN, dan E-Rekon LK sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam

melakukan penatausahaan dan pelaporan BMN.



Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas :

. Neraca;

. Laporan Barang Persediaan;

. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);

. Laporan Dalam Pengerjaan (KDP);

. Laporan Aset Tak Berwujud;

. Laporan Barang Bersejarah;

. Laporan Kondisi Barang;

. Laporan Penyusutan;

. Laporan Barang Hilang yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola

Barang;

10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada
Pengelola Barang;

11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
(BPYBDS);

12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK periode 30 Juni 2025;

14. Laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN;

CoOoO~NOO A WN-—-

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA
A. SALDO AWAL LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA Satuan Kerja Balai

Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar PER 1 Januari 2025

Nilai Aset Tetap BMN per 1 Januari 2025 menurut Laporan Barang Pembantu
Pengguna Satuan Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah
sebesar Rp. 76,265,727,673,- (Tujuh puluh enam milyar dua ratus enam puluh lima
juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari
nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 76,298,316,571,- (tujuh puluh enam milyar dua
ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh
satu rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 141,039,712,- (seratus empat
puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah). dimana
penyajian dalam neraca setelah penyusutan sebesar Rp. 36,214,923,655,- (tiga puluh
enam milyar dua ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratu

lima puluh lima rupiah).

B. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA Balai Besar Kekarantinaan

Kesehatan Makassar PER 30 Juni 2025

Mutasi BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Besar

Kekarantinaan Kesehatan Makassar Per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. BARANG PERSEDIAAN
Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai
Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar per 30 Juni 2025 sebesar
Rp. 3,171,479,153,- (tiga milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh

puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari
saldo awal sebesar Rp. 706,191,556,- (tujuh ratus enam juta seratus sembilan



puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan total mutasi persediaan
selama periode laporan sebesar Rp. 2,465,287,597,- (dua milyar empat ratus lima
puluh enam juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh
rupiah,-). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

. Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir
Uraian
(Rp) (Rp) (Rp)
Barang Konsumsi 379.944.164 248.199.733 628.143.897
Bahan untuk Pemeliharaan 2.264.750 1.140.154 3.404.904
Bahan Baku - - -
Persediaan Lainnya 323.982.642 | 2.215.947.710 | 2.539.930.352
Jumlah 706.191.556 | 2.465.287.597 | 3.171.479.153

Laporan Barang Persediaan Per 30 Juni 2025

Kode Uraian Jumlah
117111 Barang Konsumsi
1010301001 Alat Tulis 1.595.000,
1010301003 Penjepit Kertas 330.500,
1010301004 Penghapus/Korektor 75.000,
1010301005 Buku Tulis 28.500,
1010301006 Ordner Dan Map 254.000,
1010301007 Penggaris 4.400,
1010301013 Isi Staples 621.900,
1010301014 Barang Cetakan 1.383.557,
1010301999 Alat Tulis Kantor Lainnya 36.000,
1010302001 Kertas HVS 5.136.000,
1010302002 Berbagai Kertas 3.096.100,
1010302004 Amplop 82.812,
1010302999 Kertas Dan Cover Lainnya 75.000,
1010303999 Bahan Cetak Lainnya 201.756.000,
1010304004 Tinta/Toner Printer 21.689.044,
1010304006 USB/Flash Disk 296.000,
1010304999 Bahan Komputer Lainnya 143.500,
1010306001 Kabel Listrik 553.000,
1010306002 Lampu Listrik 492.000,
1010306010 Batu Baterai 4.219.000,
1010306999 Alat Listrik Lainnya 530.000,
1010307004 Penutup Tangan 8.830.000,
1010307007 Perlengkapan Lapangan 196.150.000,
1010309999 Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya 10.236.975,
1010310001 Persediaan Berupa Alat Penunjang Kedokteran 1.373.373,
1010310999 Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya 928.670,
1010311001 Persediaan Berupa Bahan Penunjang Kedokteran 33.000,
1010311002 Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium 17.776.650,
1010311999 Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya 12.387.00(?
1010314001 Obat Cair (Barang Konsumsi) 37.348.225,
1010314002 Obat Padat (Barang Konsumsi) 26.972.225,
1010314003 Obat Gas (Barang Konsumsi) 4.218.555,
1010314004 Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi) 1.452.500,
1010314005 Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi) 1.553.000,
1010314999 Obat Lainnya (Barang Konsumsi) 14.927.339,
1010399999 Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya 51.559.072,
Jumlah Barang Konsumsi 628.143.897,




